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Abstract 
Background: One of the problems and strategic issues of regional development in West Sumatra Province is the 
high infant mortality rate (IMR). 
Objective: an overview of the implementation of programs and constraints related to maternal and child health 
services and the formulation of alternative strategies for reducing socio-cultural based IMR. 
Methods: The study was conducted in 10 districts/cities in West Sumatra Province with qualitative methods. 
Research informants: mothers with infant mortality cases; pregnant women/child; traditional birth attendant; 
public figure; stake holders. Research themes; program implementation; performance coverage and constraints; 
alternative strategies to reduce IMR based on social culture. Data analysis with content analysis and SWOT 
analysis. 
Results: Barriers to the implementation of programs/activities to reduce IMR are: low access to health services; 
socio-cultural problems in the utilization of health services. Alternative efforts to reduce IMR based on socio-
culture through health promotion strategies and community empowerment as well as strengthening the capacity 
of health resources that have the competency and based on local socio-culture. 
Conclusion: Socio-cultural barriers in West Sumatra are still limited knowledge, the existence of habits and 
community beliefs related to maternal/child health. The results of the SWOT analysis as an alternative strategy 
are health promotion and community empowerment and strengthening the capacity of health resources that have 
the competence and are based on local socio-culture. 
Key words: strategy, social culture, infant mortality 
Abstrak 
Latar Belakang: Salah satu masalah dan isu srategis pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat adalah 
masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB).  
Tujuan: gambaran pelaksanaan program dan hambatan terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak serta 
perumusan alternatif strategi upaya penurunan AKB berbasis sosial budaya. 
Metode: Penelitian dilaksanakan pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan metode kualitatif 
(Focus Group Discussion, wawancara mendalam dan observasi). Informan penelitian: ibu dengan kasus 
kematian bayi; ibu hamil/balita; dukun beranak; tokoh masyarakat; dan pemegang program. Tema penelitian; 
pelaksanaan program/kegiatan; output kinerja program dan hambatannya; alternatif strategi dalam upaya 
menurunkan AKB berbasis sosial budaya. Analisis data dengan content analysis dan analisis SWOT. 
Hasil: Hambatan pelaksanaan program/kegiatan penurunan AKB adalah: belum optimalnya akses layanan 
kesehatan; masalah sosial budaya dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Alternatif upaya 
penurunan AKB berbasis sosial budaya melalui strategi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta 
penguatan kapasitas sumber daya kesehatan yang mempunyai kompetensi dan berbasis sosial budaya lokal. 
Kesimpulan: Hambatan sosial budaya di Sumatera Barat adalah masih terbatasnya pengetahuan, adanya 
kebiasaan serta kepercayaan masyarakat terkait dengan kesehatan ibu/bayi. Hasil analisis SWOT sebagai strategi 
alternatif adalah promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas sumber daya 
kesehatan yang mempunyai kompetensi serta berbasis sosial budaya lokal.  
 
Kata kunci: strategi, sosial budaya, kematian bayi 
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PENDAHULUAN 
Angka kematian bayi di Indonesia masih 
tergolong tinggi dan masih perlu mendapatkan 
perhatian yang serius. Berdasarkan data dari 
hasil Survey Demografi dan Kesehatan 
Indonesia (SDKI) 2017 diketahui bahwa Angka 
Kematian Bayi (AKB) di Indonesia adalah 
sebesar 24/1.000 kelahiran hidup, dan angka ini 
telah menunjukkan penurunan jika 
dibandingkan dengan AKB tahun 2012 yang 
sebesar 32/1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya 
untuk Angka Kematian Balita di Indonesia juga 
menunjukkan penurunan dari sebesar 40 
kematian per 1.000 kelahiran hidup tahun 2012 
menjadi  32 kematian per 1.000 kelahiran hidup 
pada tahun 2017.1  Walaupun sudah terjadi 
penurunan, namun penurunan angka ini 
memang cenderung dianggap masih lambat. 
Kondisi masih tingginya AKB juga menjadi 
salah satu permasalahan dan isu strategis dalam 
pembangunan daerah di Provinsi Sumatera 
Barat. Data AKB di Provinsi Sumatera Barat 
pada tahun 2015 masih sebesar 27/1.000 
kelahiran hidup, dan belum menunjukkan 
penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 
dan 2014 (masing-masing sebesar 27/1.000 
kelahiran hidup). Pada hal target Rencana 
Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 
Barat Tahun 2016-2021yang ditetapkan pada 
tahun 2015 sebesar 23/1.000 kelahiran hidup.2 
Selanjutnya ditinjau dari jumlah kasus kematian 
bayi di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan 
adanya kenaikan dari tahun 2014 sebanyak 892 
kasus,  tahun 2015 sebanyak 1.072 kasus, dan 
menjadi 1320 kasus  pada tahun 2016.3 
Kematian terbesar pada kelompok perinatal 
disebabkan oleh Intra Uterine Fetal Death 
(IUFD) sebanyak 26,6 persen, dan diikuti Berat 
Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 21,3 
persen serta asfiksia 17,3 persen.  Sedangkan 
untuk kematian neonatal (7–28 hari), kematian 
terbanyak masih didominasi oleh pneumonia 
(34,5%) dan diikuti prematur (13,7%). 
Selanjutnya untuk usia di atas neonatal sampai 
satu tahun, penyebab utama kematian adalah 
infeksi khususnya pneumonia (29,5%) dan diare 
(11,2%). Hal ini berkaitan erat dengan perilaku 
hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan 
setempat.4 
Permasalahan kematian bayi juga dapat 
diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dan 
kepedulian akan kesehatan ibu. Beberapa faktor 
yang mempengaruhinya antara lain karena ibu 
jarang memeriksakan kandungannya ke tenaga 
kesehatan, hamil di usia muda, jarak yang 
terlalu dekat, hamil di usia tua, kurangnya 
asupan gizi bagi ibu dan bayinya, makanan 
yang dikonsumsi ibu tidak bersih, fasilitas 
sanitasi dan higienitas yang tidak memadai. 
Selain itu, kondisi ibu pada saat hamil yang 
kurang baik dan sehat, juga dapat berpengaruh 
pada kandungannya, seperti faktor fisik; faktor 
psikologis; faktor lingkungan, sosial, dan 
budaya.5 Selanjutnya faktor kualitas pelayanan 
kesehatan  juga berperan besar dalam kematian 
anak, data Riset Fasilitas Kesehatan tahun 2011 
menunjukkan bahwa kualitas layanan masih 
belum memadai.6 
Upaya untuk penurunan AKB, beberapa 
program dan kegiatan telah dilaksanakan, yang 
antara lain terkait dengan peningkatan cakupan 
dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 
ibu dan bayi. Untuk meningkatkan cakupan dan 
kualitas pelayanan, sudah dilaksanakan kegiatan 
dengan target antara lain meningkatkan cakupan 
persalinan oleh tenaga kesehatan terampil, 
meningkatkan cakupan pelayanan komplikasi 
obsteri dan neonatal berkualitas.7 
Beberapa strategi pencapaian target untuk 
menurunkan angka kematian bayi di Provinsi 
Sumatera Barat yang telah dilaksanakan antara 
lain adalah meningkatkan/penguatan imunisasi 
rutin melalui Gerakan Akselerasi Imunisasi 
Nasional (GAIN) UCI, menyiapkan dan 
memanfaatkan berbagai sumber daya untuk 
memaksimalkan sumberdaya yang ada, 
pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran 
aktif pelayanan kesehatan dasar bagi 
masyarakat di desa/kelurahan, pengembangan 
kompetensi dan profesionalisme tenaga 
kesehatan.8  Walaupun beberapa strategi dalam 
rangka  penurunan AKB sudah dilaksanakan, 
namun  berbagai permasalahan/hambatan masih  
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sulit untuk diatasi. Permasalahan tersebut juga 
tidak terlepas dari faktor-faktor sosial budaya 
dan lingkungan di dalam masyarakat di mana 
mereka berada. Faktor-faktor sosial budaya 
tersebut berupa berbagai hambatan sosial 
budaya, yang diperberat oleh kelemahan dalam 
memutuskan tindakan, merujuk dan 
keterlambatan dalam menangani keluarga sakit 
setelah sampai di tempat pelayanan kesehatan 
komperehensif. Dari beberapa hasil penelitian 
terungkap bahwa masih banyak kepercayaan 
masyarakat yang belum sesuai dengan nilai-
nilai kesehatan, antara lain terkait aspek gizi 
pada bayi dan balita serta aspek kepercayaan 
terhadap penanganan/ perawatan kesehatan 
bayi. Adanya budaya yang tidak mendukung 
nilai kesehatan menjadi faktor penentu praktik 
pelayanan kesehatan masyarakat yang buruk, 
misalnya dalam memilih tenaga penolong 
persalinan. Pemilihan tenaga non kesehatan 
dalam pertolongan persalinan 24 kali lebih 
besar pada orang dengan budaya yang tidak 
mendukung.9 
Persoalan aspek sosial budaya juga masih 
menjadi masalah dalam status kesehatan bayi di 
Sumatera Barat. Hal ini antara lain terkait 
dengan masih kuatnya tradisi dan kepercayaan 
masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak, 
seperti dalam pola pengambilan keputusan 
terhadap pemilihan pertolongan persalinan dan 
penanganan kesehatan bayi, yang cenderung 
dilakukan melalui  budaya/tradisi musyawarah 
dengan melibatkan keluarga besar. Kondisi 
inilah yang menjadi salah satu  keterlambatan 
dalam pengambilan keputusan dan 
keterlambatan untuk mendapatkan pelayanan 
yang sesuai standar kesehatan serta berisiko 
terhadap kematian bayi. Selanjutnya informasi 
terkait permasalahan/hambatan dalam 
pelaksanaan program/kegiatan dalam 
penurunan kematian bayi di Sumatera Barat 
belum banyak ditemukan. Padahal, strategi dan 
kebijakan yang tepat dengan berdasarkan 
informasi/bukti sangat diperlukan dalam rangka 
penurunan kasus kematian bayi yang  belum 
optimal. Sehubungan dengan hal ini, maka 
penting untuk dikaji bagaimana implementasi 
dan hambatan dalam pelaksanaan 
program/kegiatan terkait upaya penurunan 
Angka Kematian Bayi serta bagaimana 
rumusan alternatif strategi dalam rangka 
penurunan AKB yang berbasis sosial budaya. 
Artikel ini merupakan bagian dari penelitian 
“Pengembangan Strategi dalam rangka 
Penurunan Angka Kematian Bayi Berbasis 
Sosial Budaya. Tujuan penulisan adalah untuk 
mendapat gambaran pelaksanaan 
program/kegiatan dan bagaimana hambatannya 
terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi serta 
merumuskan alternatif strategi dalam rangka 
penurunan AKB berbasis sosial budaya. 
METODE  
Penelitian yang dilakukan ini merupakan 
penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif-
interpretatif dengan menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Jenis data yang 
dikumpulkan terdiri dari data primer dan data 
sekunder. Data sekunder diperoleh melalui 
studi kepustakaan, dokumen dari Dinas 
Kesehatan dan instansi terkait, maupun sumber-
sumber lain yang sesuai dengan standar 
keilmiahan sumber data. Data sekunder yang 
dikumpulkan antara lain terkait dengan AKB, 
jumlah kasus kematian bayi, cakupan 
pemeriksaan kehamilan dengan tenaga 
kesehatan, cakupan pertolongan persalinan 
dengan tenaga kesehatan, cakupan kunjungan 
neonatal, dan data/informasi terkait kematian 
ibu yang diperoleh dari laporan dan jurnal 
ilmiah. 
Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah 10 
(sepuluh) Kabupaten/Kota dari 19 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 
yaitu di Kabupaten Solok, Kabupaten 50 Kota, 
Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, 
Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, 
Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang 
Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto 
dan Kota Padang. Sebagaimana yang telah 
disampaikan di atas jumlah kasus kematian bayi 
di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan 
adanya kenaikan dari tahun 2014 sebanyak 892 
kasus, 1.072 kasus tahun 2015, dan menjadi 
1320 kasus  pada tahun 2016.3  Pemilihan 
lokasi dengan pertimbangan jumlah kasus bayi 
yang tinggi dan mengalami kenaikan jumlah 
kasus kematian bayi dari tahun sebelumnya. 
Hal ini bisa dilihat data jumlah kematian kasus 
kematian bayi di kabupaten Solok sebesar 86 
kasus tahun 2015 meningkat menjadi 141 kasus 
pada tahun 2016, kasus kematian bayi di 
Kabupaten Sijunjung dari sebanyak 70 kasus 
tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 105 
kasus (tahun 2016), kasus kematian bayi di  
Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 42 kasus 
tahun 2016 menjadi 73 kasus pada tahun 2016, 
kasus kematian bayi di Kota Padang sebanyak 
96 kasus tahun 2015 meningkat menjadi 185 
kasus pada tahun 2016, dan Kota Sawahlunto 
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juga mengalami peningkatan kasus dari yang 
sebelumnya sebanyak 12 kasus menjadi 33 
kasus tahun 2016.   
Di samping  itu beberapa kabupaten/kota 
lainnya dipilih dengan pertimbangan kasus 
kematian bayi yang tinggi pada tahun 2016, 
yaitu di Kabupaten Agam sebanyak 84 kasus, 
Kabupaten 50 Kota sebanyak 83 kasus. Tanah 
Datar sebanyak 70 kasus, Kota Sawahlunto 
sebanyak 33 tahun, Kabupaten Padang 
Pariaman sebanyak 29 kasus, dan Kota 
Payakumbuh sebanyak 19 kasus. Kegiatan 
pengumpulan data dilaksanakan pada bulan 
Maret sampai dengan Juni 2015. 
Pengumpulan data primer dilakukan dengan 
diskusi kelompok terarah (focus group 
discussion/ FGD), wawancara mendalam 
(indepth interview), dan observasi. Adapun 
tema/topik yang menjadi fokus dan akan 
dibahas dalam penelitian adalah gambaran 
pelaksanaan program/kegiatan dan output 
kinerja program pelayanan kesehatan ibu dan 
anak beserta hambatannya, dan alternatif 
strategi dalam upaya menurunkan AKB yang 
didasarkan pada aspek sosial budaya. 
Metode pemilihan informan dalam penelitian 
ini menggunakan mekanisme purposive, yaitu 
dengan cara menetapkan kriteria-kriteria 
tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang 
akan dijadikan sumber informasi. Dalam 
penentuan kriteria ini yang terpenting adalah 
kriteria yang ditentukan itu harus menjamin 
validitas data yang dikumpulkan. Oleh sebab 
itu, dengan mekanisme ini, peneliti mengetahui 
identitas orang-orang yang pantas menjadi 
informan penelitiannya.10   
Kriteria informan yang dipilih adalah mereka 
yang dianggap mampu dalam memberikan 
informasi atau mempunyai pengalaman terkait 
permasalahan kematian bayi yaitu ibu yang 
mempunyai kasus kematian bayi, ibu 
hamil/punya anak balita, dukun beranak dan 
tokoh masyarakat.  Selanjutnya wawancara 
mendalam juga dilakukan kepada informan 
yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam 
pelaksanaan program penurunan kematian bayi 
yaitu Kepala Dinas Kesehatan/Kepala 
Bidang/Kepala Seksi dan tenaga kesehatan. 
Total jumlah informan yang telah dilakukan 
wawancara mendalam pada 10 kabupaten/kota 
adalah sebanyak 95 orang.   
Pengumpulan data melalui Focus Group 
Discussion (FGD) dilaksanakan pada 4 (empat) 
Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten 50 Kota, 
Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan 
dan Kabupaten Tanah Datar.  Adapun peserta 
FGD di 4 kabupaten/kota tersebut masing-
masing terdiri 2 kelompok yaitu kelompok 
peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan (5 
orang), Kepala Puskesmas/pemegang program 
dari beberapa kecamatan (10 orang), dan Ikatan 
Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten/Kota (1 
orang). Selanjutnya FGD juga dilakukan 
kepada kelompok masyarakat, yaitu Ketua PKK 
Kecamatan (Kecamatan dengan kasus kematian 
bayi tinggi) sebanyak 2 orang dan Tokoh 
masyarakat (6 orang). Kriteria peserta FGD dari 
kelompok tenaga kesehatan adalah orang yang 
yang dianggap mampu dan mempunyai 
pengalaman dalam pelaksanaan 
program/kegiatan terkait kesehatan ibu/bayi. 
Sedangkan kriteria peserta FGD dari kelompok 
masyarakat adalah orang yang dianggap 
mempunyai keahlian dan pengalaman terkait 
permasalahan kesehatan.  Jumlah peserta FGD 
di masing- masing kabupaten/kota adalah 
sebanyak 25 orang dan total peserta adalah 
sebanyak 100 orang. 
Data yang dikumpulkan melalui wawancara 
mendalam dan FGD antara lain terkait dengan 
gambaran pelaksanaan program/kegiatan dan 
output kinerja program pelayanan kesehatan ibu 
dan bayi, hambatan dalam pelaksanaan 
program/kegiatan meliputi hambatan terkait 
akses pelayanan kesehatan dan masalah  sosial 
budaya masyarakat dalam pemanfaatan 
pelayanan kesehatan antara lain meliputi 
pengetahuan dan pemahaman masyarakat 
terhadap upaya kesehatan ibu dan anak, dan 
adanya praktek, kebiasaan dan kepercayaan 
masyarakat yang terkait dengan kesehatan 
anak/bayi. Wawancara mendalam dengan 
keluarga kasus kematian bayi dilakukan di 
rumah keluarga kasus. Pada saat ini juga 
dilakukan observasi terhadap lingungan rumah 
informan. 
Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah 
dan dianalisis dengan menggunakan kaidah 
kualitatif dengan metode content analysis. 
Pengolahan dilaksanakan melalui beberapa 
tahap, tahap pertama dari data yang 
dikumpulkan kemudian dibuat transkrip FGD 
dan hasil wawancara mendalam, yaitu dengan 
mencatat seluruh data yang diperoleh dari hasil 
diskusi dan wawancara mendalam. Setelah 
semua data tercatat dengan baik kemudian 
dilaksanakan pemilihan data dengan 
mengurutkan data berdasarkan kelompok 
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pertanyaan. Selanjutnya data yang dihasilkan 
disajikan dalam bentuk matriks hasil 
wawancara dan diskusi guna mempermudah 
dalam menganalisis data.  
Proses analisis data dimulai dengan menelaah 
seluruh data yang tersedia dari berbagai 
sumber, yaitu dari hasil FGD, wawancara 
mendalam, observasi/pengamatan yang sudah 
dituliskan dalam catatan lapangan, dan 
dokumen resmi dari instansi terkait.  Kemudian 
analisis data menurut Miles dan Huberman 
dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama 
adalah tahap kodifikasi data yang merupakan 
tahap koding terhadap data.  Tahap kedua 
merupakan tahap lanjutan analisis, dimana 
peneliti melakukan kategorisasi data atau 
pengelompokkan data ke dalam klasifikasi-
klasifikasi. Tahap ketiga adalah tahap lanjutan 
dimana pada tahap ini peneliti mencari 
hubungan antara kategori-kategori yang telah 
dibuat sebelumnya.10 Selanjutnya untuk 
merumuskan alternatif strategi dalam upaya 




Informasi tentang pelaksanaan program dan 
output kinerja program pelayanan kesehatan ibu 
dan anak diperoleh berdasarkan data dari Dinas 
Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan 
disajikan pada Tabel 1. Persentase pencapaian 
program untuk K1 di Provinsi Sumatera Barat 
pada tahun 2017 adalah sebesar 91 persen dan 
K4 sebesar 80 persen. Jika dibandingkan 
dengan tahun 2015 capaian ini lebih kecil, yaitu 
K1 sebesar 99 persen dan K4 sebesar 89 persen. 
Selanjutnya persentase persalinan yang ditolong 
oleh tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera 
Barat pada tahun 2017 adalah sebesar 84 
persen. Cakupan persalinan ini lebih rendah 
dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 
90 persen. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 
sebagian masyarakat masih memanfaatkan 
tenaga non kesehatan (dukun beranak) dalam 
pertolongan persalinan, terutama di daerah 
pedesaan dan terpencil. 
Tabel 1. Persentase Pencapaian Program Kesehatan ibu dan Bayi 




Persentase Pemeriksaan Kehamilan (K 1) 99 91 
Persentase Pemeriksaan Kehamilan (K 4) 89 80 
Persentase Pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan 90 84 
Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap 84,6 94 
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (2017)2 
Hasil FGD dan wawancara mendalam dengan 
tenaga kesehatan diketahui bahwa kesadaran 
masyarakat untuk memanfaatkan layanan 
kesehatan dalam pemeriksaan kehamilan belum 
optimal atau belum sesuai standar kesehatan 
(minimal 4 kali). Hal ini terlihat dari adanya 
kecenderungan masyarakat untuk melakukan 
pemeriksaan kehamilan pada periode kehamilan 
5 bulan atau 6 bulan karena adanya persepsi 
malu (pantangan) untuk periksa kehamilan di 
awal kehamilan (takut gagal kehamilannya), 
malu sudah memiliki banyak anak, dan adanya 
anggapan bahwa kehamilan merupakan hal 
yang biasa, dan nanti aja periksa kalau sudah 
pasti kehamilannya (perut sudah membesar). 
Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh 
informan pada waktu FGD dan wawancara 
mendalam sebagai berikut: 
“.....sebagian masyarakat belum 
menyadari pentingnya pemeriksaan 
kehamilan yang sesuai standar kesehatan, 
dan mereka mau periksa kehamilan di atas 
5 bulan  karena merasa malu atau  
pantangan untuk periksa kehamilan di 
awal kehamilan, takut gagal, malu  karena 
sudah punya anak banyak, dan nanti saja 
periksa kalau perut sudah membesar” 
Selanjutnya sebagian masyarakat yang 
bertempat tinggal di pedesaan atau daerah 
tertinggal pemeriksaan kehamilan masih 
dilakukan oleh dukun beranak, dan ini biasanya 
dilakukan jika ibu hamil merasakan adanya 
keluhan atau untuk membetulkan posisi janin 
yang ada di dalam kandungannya.
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Beberapa upaya sudah dilakukan dalam rangka 
meningkatkan kesehatan bayi dan menurunkan 
kematian pada bayi, dan salah satunya adalah 
melalui kunjungan neonatus. Dalam 
melaksanakan pelayanan neonatal, petugas 
kesehatan di samping melakukan pemeriksaan 
kesehatan bayi juga melakukan konseling 
perawatan bayi kepada ibu.  Cakupan 
kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap) di 
Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah 
sebesar 94 persen, dan angka ini juga 
mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang 
sebesar 84,6 persen.  
Upaya lain yang juga dilakukan dalam 
menurunkan angka kematian anak adalah 
dengan memberikan imunisasi untuk mencegah 
kematian yang disebabkan oleh penyakit yang 
bisa dicegah dengan imuniasi. Pencapaian 
universal child immunization pada dasarnya 
merupakan suatu gambaran terhadap cakupan 
sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi 
secara lengkap.  Berdasarkan data yang 
diperoleh bahwa ada beberapa Kabupaten/Kota 
yang masih belum mencapai target imunisasi 
dasar lengkap. Dari hasil penelitian diketahui 
bahwa belum tercapainya target imunisasi dasar 
lengkap di beberapa kabupaten/kota tersebut 
antara lain disebabkan oleh adanya persepsi 
masyarakat yang keliru terhadap imuninasi, 
yang mana masyarakat terutama di daerah 
pedesaan masih beranggapan bahwa imunisasi 
cenderung menyebabkan anak panas, dan 
adanya persepsi imunisasi tersebut haram 
dilakukan. Disamping itu juga adanya 
pandangan budaya sebagian maysarakat bahwa 
bayi belum boleh dibawa keluar rumah karena 
khawatir bahwa anaknya bisa demam karena 
palasik (orang yang mempunyai ilmu untuk 
menghisap ubun-ubun bayi) dan bisa 
menyebabkan kematian pada bayi. Hal ini 
sebagaimana yang diungkapkan informan 
(tenaga kesehatan) sebagai berikut: 
“...........imunisasi haram untuk dilakukan, 
bisa menyebabkan anak panas, dan bayi 
tidak boleh dibawa keluar rumah karena 
bisa menyebabkan anak demam karena 
palasik bahkan bisa menyebakan kematian 
pada bayi” 
Pemberian ASI eksklusif juga merupakan salah 
satu upaya dalam penurunan kematian pada 
bayi. World Health Organization (WHO) 
merekomendasikan pemberian ASI eksklusif 
yaitu bayi hanya diberi ASI tanpa cairan atau 
makanan lain, kecuali suplemen vitamin, 
mineral, dan atau obat-obatan karena alasan 
medis, sampai usia enam bulan, dan dilanjutkan 
sampai anak berusia dua tahun.   Meskipun 
pemerintah telah menggalakkan berbagai 
program edukasi untuk memperkenalkan ASI 
eksklusif lewat berbagai media, namun 
kenyataan di lapangan masih ada sebagian ibu 
yang tidak mengetahui pengertian ASI 
eksklusif, dan yang lebih memprihatinkan 
adalah ketika para ibu yang sudah diberikan 
pendidikan tentang ASI eksklusif mereka tetap 
memilih memberikan susu formula karena 
berbagai alasan. 
Beberapa hambatan terkait pelaksanaan 
program/strategi dalam upaya penurunan 
Angka Kematian Bayi adalah:  a) Belum 
optimalnya akses layanan kesehatan dan b) 
Hambatan sosial budaya dalam pemanfaatan 
pelayanan kesehatan ibu dan bayi/anak.   
Salah satu hambatan yang terkait dalam upaya 
penurunan kematian bayi adalah karena belum 
optimalnya akses layanan kesehatan ibu dan 
anak. Berbagai persoalan yang menjadi kendala 
yaitu sebagai berikut. 
1. Kondisi jumlah dan tenaga kesehatan 
yang memiliki kompetensi belum 
memadai  
Dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah 
tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan 
belum memadai, sehingga dalam pelaksanan 
tugasnya dokter dan bidan tersebut cenderung 
melaksanakan tugas rangkap. Ditinjau dari 
kualitas tenaga kesehatan dianggap masih 
belum memadai.  Tenaga bidan yang memilki 
kompetensi masih terbatas, terutama bidan-
bidan muda yang baru lulus dan belum banyak 
pengalaman. Bidan yang sudah mendapatkan 
pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) 
juga masih terbatas, dan baru sebagian bidan 
yang sudah mengikuti uji kompetensi.  
Motivasi tenaga kesehatan dalam melaksanakan 
tugas pokoknya dianggap masih kurang, 
terutama bidan-bidan yang muda. Sebagian 
tenaga bidan belum bisa melakukan pendekatan 
kepada masyarakat, dan masyarakat relatif sulit 
juga mempercayai tenaga bidan yang masih 
muda. Padahal seorang bidan diharapkan bisa 
memberikan motivasi kepada masyarakat, 
sehingga masyarakat mempunyai kesadaran 
untuk memeriksakan kesehatan keluarganya 
kepada tenaga kesehatan. Hal ini diungkapkan 
informan (tokoh masyarakat) sebagai berikut:
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“........Bidan yang bertugas di sini masih 
muda-muda, baru tamat kuliah, belum 
banyak pengalaman dan sulit untuk 
beradaptasi dengan masyarakat. Pada hal 
motivasi dan dukungan dari bidan untuk 
peningkatan kesehatan sangat dibutuhkan” 
         Pendistribusian tenaga bidan juga 
dirasakan masih belum optimal. Masih terdapat 
ketimpangan pemerataan tenaga kesehatan. Hal 
ini jelas terlihat di daerah-daerah yang memiliki 
daerah sulit dan terpencil. Tenaga dokter dan 
bidan yang bertugas di daerah sulit cenderung 
bukan PNS, tetapi tenaga dokter dan bidan 
Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dianggap 
berisiko untuk tidak memperpanjang tugasnya 
di tempat tersebut dan berupay untuk pindah 
tugas. Perpindahan dan kekosongan tenaga 
kesehatan inilah yang menjadi salah satu 
kendala dalam penyediaan akses layanan 
kesehatan kepada masyarakat. 
2. Keterbatasan sarana prasarana, dan 
pemerataan akses layanan Kesehatan  
Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan 
kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu 
(Pustu), Pos Bersalin Desa (Polindes), Pos 
Kesehatan Nagari (Poskesri) di daerah studi 
masih belum memadai terutama di daerah 
terpencil. Dalam hal ini beberapa kondisi 
bangunan fasilitas kesehatan, ketersediaan 
peralatan kesehatan, obat-obatan dan sarana 
transportasi (ambulan) dianggap masih belum 
memadai. 
Sebagian sarana dan prasarana kesehatan 
seperti Polindes/Poskesri sudah disediakan 
pemerintah, sedangkan sebagian lagi masih 
dalam status menumpang/menyewa rumah 
masyarakat. Kondisi bangunan, sarana dan 
prasarana yang tersedia di tempat pelayanan 
kesehatan ini dianggap belum memadai dan 
belum sesuai dengan standar, dan bahkan ada 
yang tidak layak huni, sehingga sebagian bidan 
desa tidak tinggal menetap, sehingga hal ini 
juga menjadi hambatan bagi masyarakat dalam 
memperoleh layanan persalinan tidak 24 jam 
terlayani. Dari hasil pengamatan di lapangan 
tampak bahwa sebagian Polindes/Poskeri 
kondisi ruangan pemeriksaannya relatif kecil 
dan relatif kurang terawat. Ketersediaan obat-
obatan dianggap juga terbatas, dan hal ini 
terutama dirasakan oleh beberapa Puskesmas, 
Polindes dan Poskesri yang terdapat di daerah 
pedesaan atau daerah terpencil. Kondisi 
peralatan kesehatan di Poskesri/Polindes juga 
relatif belum memadai, dan jika ada alat-alat 
kesehatan seperti alat untuk pengukur tekanan 
darah rusak, maka berupaya akan menggunakan 
alat kesehatan yang mereka miliki.  
Keterjangkauan dan pemerataan sarana dan 
prarasana kesehatan juga dianggap belum 
optimal. Beberapa daerah di Kab/Kota terutama 
di daerah terpencil masih terkendala dalam 
mendapatkan akses layanan kesehatan, karena 
terkait dengan belum meratanya ketersediaan 
layanan kesehatan.  Keterbatasan akses 
masyarakat untuk menjangkau akses layanan 
kesehatan juga menyebabkan masyarakat suslit 
untuk mendapatkan akses layanan kesehatan. 
3. Kualitas Pelayanan Kesehatan  
Kondisi kekurangan tenaga dan terbatasnya 
kualitas tenaga kesehatan tentunya berdampak 
kepada kualitas pelayanan kesehatan bayi, 
terutama di daerah pedesaan dan daerah 
terpencil. Hal ini bisa dilihat dari keterbatasan 
jadwal pelayanan kesehatan yang terdapat di 
Puskesmas non rawatan dengan waktu layanan 
hanya pada hari dan jam kerja, dan bahkan ada 
yang buka pelayanan selama 5 hari setiap 
minggu. Jika ada masyarakat yang mengalami 
keluhan penyakit tertentu pada hari Sabtu dan 
Minggu, sementara tenaga bidannya tidak 
berada di tempat, dan tentunya masyarakat 
harus menunggu sampai pelayanan buka pada 
hari Senin.    
Selanjutnya dari faktor perilaku petugas, 
menurut informan ada tenaga bidan (biasanya 
bidan senior) yang masih cenderung untuk 
menahan-nahan pasien atau tidak segera 
merujuk pasien dengan alasan bidan tersebut 
masih mampu untuk menangani persalinan. 
Pada hal kondisi kehamilan ibu berisiko tinggi 
dan harus segera dirujuk ke rumah sakit. Dari 
beberapa kasus kematian bayi yang ditemukan 
ditenggarai adanya perilaku sebagian tenaga 
kesehatan yang cenderung tidak segera merujuk 
pasien. Salah seorang ibu yang mempunyai 
kasus kematian bayi mengungkapkan sebagai 
berikut: 
“Ketika saya pada malam hari sudah 
merasakan adanya tanda-tanda mau 
melahirkan, saya pergi ke rumah bidan, 
tetapi bidan tidak ada di tempat. Akhirnya 
saya balik pulang ke rumah. Esok harinya 
karena sudah tidak sanggup lagi menahan 
rasa sakit, maka dipanggil bidan ke rumah. 
Persalinan memang tidak lancar karena
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kondisi bayi sungsang dan kelahiran sudah 
lewat bulan. Walaupun bayi dalam kondisi 
sungsang, tapi bidan terus berupaya untuk 
membantu persalinan secara normal, dan 
tidak menganjurkan untuk segera dirujuk. 
Setelah beberapa menit setelah lahir, 
ternyata anaknya tidak bisa menangis dan 
harus segera di rujuk ke rumah sakit, dan 
akhirnya setelah beberapa jam di rumah 
sakit, anak saya meninggal.”  
Walaupun Rumah Sakit terdapat di semua 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 
namun kualitas pelayanan dianggap masyarakat 
masih belum memenuhi harapan masyarakat. 
Pelayananan di Rumah Sakit cenderung lambat 
dalam memberikan pelayanan, administrasi 
dianggap berbelit, dan relatif lamanya waktu 
tunggu. 
4. Belum optimalnya pelaksanaan promosi 
kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat 
Upaya promosi kesehatan, khususnya untuk 
meningkatkan status kesehatan ibu dianggap 
belum berjalan secara optimal. Adapun salah 
satu hal yang mempengaruhi kondisi ini adalah 
karena ketersediaan tenaga penyuluh kesehatan 
yang masih terbatas, dan pendistribusiannya 
tidak merata. Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa peran Upaya Kesehatan 
Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam 
pembangunan kesehatan masih belum dapat 
dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan 
bidan di desa atau jorong belum banyak 
membantu upaya pemberdayaan masyarakat, 
khususnya ibu hamil dan keluarganya. Sebagian 
besar bidan belum dapat melakukan 
pemberdayaan individu ataupun kelompok 
masyarakat yang berada di wilayah kerjanya 
masing-masing secara optimal, dan kegiatan 
pemantauan wilayah setempat dengan 
melakukan kunjungan rumah juga belum bisa 
dilakukan dengan optimal. Kendala yang 
dirasakan antara lain terkait dengan kondisi 
geografis daerah, kemampuan berintegrasi 
dengan masyarakat yang masih kurang, 
ketersediaan input program yang masih kurang 
dan masih adanya kepercayaan masyarakat 
kepada dukun dalam pertolongan persalinan. 
Hambatan sosial budaya dalam pemanfaatan 
pelayanan kesehatan ibu dan bayi juga menjadi 
masalah di Sumatera Barat. Hasil wawancara 
mendalam dengan informan ibu yang memiki 
kasus kematian bayi diketahui bahwa 
karakteristik informan jika ditinjau dari latar 
belakang usia cenderung masih berusia muda 
(usia kurang dari 16 sampai dengan 25 tahun) 
dengan pendidikan tamat SMP dan SMA. 
Bahkan untuk kehamilan di luar nikah masih 
berada di bangku SMP atau SMA. Selanjutnya 
jika ditinjau dari usia menikah dan pertama kali 
hamil, terbanyak berada pada kelompok usia 16 
sampai dengan 18 tahun. Umur kehamilan 
sebelum 20 tahun merupakan faktor risiko 
Ada beberapa permasalahan sosial budaya 
dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu 
dan bayi yang dianggap turut menghambat 
upaya penurunan Angka Kematian Bayi, yaitu 
masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman 
masyarakat terhadap upaya kesehatan ibu dan 
bayi, dan adanya praktek, kebiasaan dan 
kepercayaan masyarakat yang terkait dengan 
kesehatan bayi.  
Beberapa kasus kematian bayi tidak terlepas 
dari persoalan masih terbatasnya pengetahuan 
dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 
pemeriksaan kehamilan dan pertolongan 
persalinan dengan tenaga kesehatan. 
Pengetahuan dan pemahaman sebagian 
masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan 
kehamilan yang sesuai dengan standar 
kesehatan (minimal sebanyak empat kali selama 
kehamilan) belum memadai. Walaupun sudah 
ada yang melakukan pemeriksaan kehamilan 
dengan tenaga kesehatan, namun sebagian 
masyarakat melakukan pemeriksaan kehamilan 
setelah usia kehamilan 5 bulan, sehingga target 
untuk pemeriksaan kehamilan yang sesuai 
standar tersebut cenderung tidak tercapai. Hasil 
penelitian mengungkapkan bahwa kesadaran 
sebagian masyarakat akan pentingnya 
pemeriksaan kehamilan terutama di daerah 
pedesaan masih relatif kurang, terutama pada 
periode 3 (tiga) bulan pertama kehamilan. Hal 
ini antara lain dilatarbelakangi oleh adanya 
budaya malu untuk memeriksakan kehamilan 
pada awal kehamilan karena dianggap 
pantangan (takut kehamilannya gagal), dan 
sebagian masyarakat lainnnya beranggapan 
bahwa kehamilan adalah hal yang biasa dan 
tidak perlu dikhawatirkan.  
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 
sebagian masyarakat masih mempunyai 
persepsi bahwa kehadiran anak perempuan 
mempunyai makna sosial dan budaya yang 
dianggap tinggi karena   perempuan bisa 
mewarisi harta warisan kaum (keluarga) yang 
dilakukan secara turun temurun.
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Dengan kata lain kehadiran anak perempuan 
menurut adat dan budaya masyarakat dianggap 
masih tinggi sebagai penerus keturunan, yang 
mana warisan dari harta pusaka kaum 
diwariskan menurut garis keturunan ibu 
(matrinial). Di samping itu, kehadiran anak 
perempuan juga dengan harapan bisa 
mendampingi dan merawat orang tuanya jika 
sudah tua. Dengan adanya alasan keinginan 
yang besar untuk mendapatkan anak perempuan 
walaupun sudah memiliki anak laki-laki lebih 
dari 3 (tiga) menyebabkan sebagian masyarakat 
kurang mempedulikan kondisi kesehatannya. 
Dengan kondisi jumlah anak yang relatif 
banyak dan umur yang berisiko tinggi untuk 
melahirkan, menyebabkan mereka malu untuk 
melakukan pemeriksaan kehamilan dengan 
tenaga kesehatan atau pemeriksaan cenderung 
dilakukan pada periode 3 bulan terakhir 
kehamilan. Hal ini sebagaimana yang 
diungkapkan informan (keluarga kasus) berikut: 
“.........walaupun anak saya sudah 4 
(empat) dan umur sudah cukup tua, namun 
keinginan untuk punya anak perempuan 
masih tinggi. Kehadiran anak perempuan 
menurut adat dan budaya di sini dianggap 
tinggi sebagai penerus keturunan, pewaris 
harta warisan kaum, dan anak perempuan 
bisa merawat orang tua nantinya ketika 
sudah tua, sehingga kami tidak peduli 
dengan kondisi kesehtan dan malu untuk 
periksa hamil dengan bu bidan” 
Sementara itu, masyarakat di pedesaan 
khususnya yang berada di daerah terpencil dan 
terbatasnya akses pelayanan kesehatan 
mempunyai pandangan bahwa pemeriksaan 
kehamilan akan dilakukan jika mereka 
mengalami keluhan atau masalah dengan 
kehamilannya. Upaya yang mereka lakukan jika 
mengalami masalah dengan kehamilan seperti 
posisi anak yang sungsang adalah dengan 
meminta bantuan dukun beranak untuk 
membentulkan posisi letak janin dan 
memperlancar kelahiran bayi.  Hal ini 
sebagaimana yang diungkapkan informan 
(keluarga kasus) berikut: 
 “...... jika ada merasakan badan tidak 
enak dan ada keluhan kehamilan biasanya 
berupaya minta bantuan dukun beranak 
untuk bisa diurut, membetulkan posisi 
janin dan sekaligus untuk memperlancar 
kelahiran” 
Pengetahuan sebagian masyarakat terkait 
pengenalan tanda bahaya dan pencarian 
pertolongan profesional cenderung belum 
memadai terutama masyarakat di daerah 
pedesaan. Dengan keterbatasan pengetahuannya 
mereka tidak menyadari mereka telah memilih 
tenaga penolong persalinan yang tidak 
mempunyai kompetensi. Hal ini seperti yang 
dialami seorang ibu muda (kelahiran anak 
pertama) yang mana bayinya meninggal setelah 
mendapatkan pertolongan persalinan dari 
tenaga non kesehatan (dukun beranak). Pada hal 
sebelumnya informan pernah melakukan 
pemeriksaan kehamilan dengan dokter spesialis 
dan dinyatakan sungsang. Namun, karena 
alasan tidak ada kendaraan, jarak ke rumah 
sakit cukup jauh dan belum mempunyai 
pengetahuan dan pengalaman yang memadai 
dalam menghadapi persalinan, maka pilihan 
pertolongan persalinan adalah dengan 
memanggil dukun beranak yang terdekat dari 
rumah. Dukun beranak tersebut juga sudah 
biasa dimintakan bantuan oleh keluarga. Hal ini 
sebagaimana yang diungkapkan informan 
(keluarga kasus) sebagai berikut: 
“.....dari penjelasan dokter, saya sudah 
tahu kalau posisi anak dalam kandungan 
sungsang. Tetapi karena pada waktu itu 
saya bingung dan tidak tahu harus 
bagaimana, sedangkan kendaraan tidak 
ada, jarak ke rumah sakit relatif jauh, dan 
saya tidak kuat lagi menahan rasa sakit, 
maka akhirnya dipanggil saja dukun 
beranak yang kebetulan tetangga rumah 
dan keluarga sudah biasa meminta 
bantuan melahirkan.” 
Selanjutkan dari pihak tenaga penolong 
persalinan (dukun beranak) mengungkapkan 
bahwa sebenarnya dia mengakui mengalami 
kesulitan untuk membantu persalinan, namun 
karena diminta bantuan tetangga, harus 
diupayakan, tetapi bayi tersebut meninggal 
beberapa menit setelah dilahirkan. Sebagai 
seorang tenaga penolong persalinan dia 
mengakui pernah disarankan oleh pihak 
Puskesmas untuk didampingi atau bermitra 
dengan tenaga kesehatan, tetapi dalam 
kenyataannya informan membantu persalinan 
tanpa didampingi oleh tenaga kesehatan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 
masyarakat di daerah pedesaan khususnya 
daerah terpencil cenderung masih melahirkan di 
rumah dengan memanggil tenaga bidan atau 
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dukun beranak.   Walaupun mempunyai 
Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagian 
masyarakat masih mempunyai kebiasaan 
dan tradisi melahirkan di rumah karena 
alasan lebih nyaman didampingi keluarga, 
sedangkan kalau melahirkan di pelayanan 
kesehatan khawatir akan dirujuk ke rumah 
sakit. Selanjutnya  kebiasaan melahirkan di 
rumah dengan tenaga dukun beranak di 
samping karena merasa lebih nyaman, 
tenang di rumah sendiri didampingi oleh 
keluarga juga dilatarbelakangi oleh adanya 
tradisi/kebiasaan yang dilakukan secara 
turun temurun, dukun beranak dianggap 
sudah mempunyai banyak  pengalaman 
dalam membantu persalinan (usia mereka 
pun sudah relatif tua), sudah kenal dekat 
dengan keluarga, bersedia dipanggil kapan 
saja, mempunyai kedudukan/disegani 
masyarakat, lebih dipercaya, biaya lebih 
murah dan bayaran persalinan  bisa dengan 
beras. Hal ini sebagaimana diungkapkan 
informan berikut:  
“.......Melahirkan di rumah dengan dukun 
beranak lebih nyaman, sudah tradisi keluarga, 
mereka sudah berpengalaman, kenal dekat 
dengan keluarga, bisa dipanggil kapan saja, 
punya kedudukan dan disegani masyarakat, 
lebih dipercaya, biaya lebih murah dan bisa 
dibayar dengan beras.” 
Pemahaman dan kebiasaan masyarakat terhadap 
pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan janin 
juga belum memadai. Sebagian masyarakat 
masih ada yang beranggapan bahwa makanan 
adalah yang mengenyangkan, dan bisa dengan 
hanya makan indomie dan bakso tanpa 
mempedulikan kebutuhan gizi bayi yang 
dikandungnya, sehingga hal ini bisa berdampak 
pada kondisi kesehatan bayi.  Selanjutnya dari 
beberapa kasus kematian bayi diketahui bahwa 
kebiasaan dan pola makan mereka pada waktu 
remaja cenderung belum baik dan dianggap 
mengalami gizi kurang, dan hal ini bisa dilihat 
dari berat badan sebelum hamil. Kondisi ini 
tentunya juga akan berpengaruh terhadap 
kondisi janin yang ada dalam kandungan, dan 
bisa menyebabkan kelahiran kurang cukup 
bulan serta bayi lahir dengan Berat Badan Lahir 
Rendah (BBLR) yang berisiko kematian bayi. 
Terkait dengan kebiasaan dan budaya 
masyarakat dalam perawatan bayi, dari hasil 
penelitian terungkap adanya kebiasaan dan 
tindakan yang dilakukan masyarakat yang 
memberikan dampak negatif pada kesehatan 
bayi. Hal ini bisa terlihat dari kebiasaan 
memberikan makan tambahan dengan pisang 
pada bayi yang berumur 1 (satu) bulan dengan 
alasan bayi menangis terus karena dengan ASI 
saja belum kenyang. Selanjutnya juga masih 
ada sebagian masyarakat yang memberikan 
susu dengan botol pada bayi di dalam ayunan, 
dan hal ini menurut informan (tenaga 
kesehatan) bisa menyebabkan bayi sesak nafas 
bisa berakibat pada pneumonia, sebagaimana 
yang diungkapkan informan sebagai berikut: 
“.....Sebagian masyarakat di sini 
mempunyai kebiasaan memberikan 
makanan tambahan pisang pada bayi yang 
berumur 1 (satu) bulan dengan alasan 
bayinya masih nangis terus karena lapar. 
Kemudian ada juga kebiasaan masyarakat 
yang memberikan susu botol pada waktu 
umur 1 (satu) tahun di dalam ayunan, yang 
bisa menyebabkan anak bisa pneumonia” 
Kebiasaan masyarakat dalam pemberian susu 
botol pengganti ASI yang dianggap kurang 
memperhatikan kebersihan botol juga 
berdampak negatif dan merugikan terhadap 
kesehatan bayi. Apalagi pemberian susu botol 
dilakukan sejak anak lahir karena si ibu tidak 
bisa memberikan ASI karena ASI tidak bisa 
keluar.  Hal ini seperti yang ditemukan pada 
kasus kematian bayi yang dilatarbelakangi 
adanya kebiasaan pemberian susu botol yang 
tidak steril (botol tidak direbus dan 
kebersihannya kurang terjaga), dan akhirnya 
anak mengalami diare dan tidak bisa 
terselamatkan.   
Penelitian ini juga memperoleh hasil adanya 
perbedaan persepsi, sikap, kebiasaan dan 
tindakan/perilaku sebagian masyarakat dalam 
merespon ketika anak mereka mengalami sakit. 
Masyarakat mempunyai persepsi bahwa ketika 
anak kejang-kejang dianggap karena tasapo 
(ada gangguan makluk ghaib), dan akan 
berupaya mencari pengobatan melalui dukun 
kampung. Selanjutnya apabila penyakit tersebut 
tidak kunjung dapat disembuhkan, maka 
mereka baru meminta bantuan tenaga 
kesehatan, dan pada saat ini kondisinya 
cenderung sudah harus dirujuk ke rumah sakit. 
Dalam hal pengambilan keputusan untuk 
merujuk terkadang ditemukan adanya hambatan 
dari keluarga, yang mana kebiasaan dan tradisi 
dalam pengambilan keputusan harus dilakukan 
secara musyawarah dengan keluarga besar
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(ninik mamak) bahkan bisa berhari-hari karena 
terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk 
merujuk ke rumah sakit, sehingga kondisi ini 
berisiko terhadap keselamatan bayi. Hal ini 
sebagaimana diungkapkan informan dari 
keluarga kasus sebagai berikut:  
“........Ketika anak kejang-kejang karena tasapo, 
maka tindakan dan kebiasaan yang dilakukan 
masyarakat adalah dengan minta bantuan dukun 
kampung. Jika belum sembuh baru di bawa ke 
tenaga kesehatan, dan disarankan untuk dirujuk ke 
rumah sakit. Namun pengambilan keputusan harus 
menunggu keluarga besar (mamak-mamak) yang 
butuh waktu lama, sehingga bisa memperparah 
kondisi bayi. “ 
Potensi budaya lokal dalam upaya kesehatan 
anak di Sumatera Barat ditemui pada 
keberadaan pemimpin lokal seperti ninik 
mamak, tokoh masyarakat, tokoh adat, wali 
nagari dan bundo kandung relatif masih kuat, 
yang mana pendapatnya diterima oleh 
masyarakatnya, dan juga berpengaruh terhadap 
perilaku masyarakat dalam pemanfaatan 
pelayanan kesehatan. Sumber daya lokal ini 
juga bisa dimanfaatkan untuk memasukkan 
nilai-nilai kesehatan modern yang akan 
disodorkan dan disosialisasikan kepada 
masyarakat. Akan tetapi, persoalan yang tetap 
harus diperhatikan adalah persoalan tata cara 
dalam melakukan sosialisasi juga harus 
disesuaikan dengan budaya lokal.   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
posyandu merupakan salah satu wadah yang 
dapat dijadikan ujung tombak pelayanan 
kesehatan masyarakat. Hal ini dimungkinkan 
karena adanya kader aktif dalam jumlah yang 
memadai. Kader memiliki peran penting dalam 
upaya pemberdayaan masyarakat.  
Dalam pelaksanaan kegiatan posyandu, peran 
kader posyandu sangat dibutuhkan dalam 
melakukan sosialisasi dan penyuluhan bagi para 
ibu hamil, karena keberadaan mereka yang 
relatif sudah bisa diterima keberadaannya di 
tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan 
kegiatan posyandu, kader posyandu mempunyai 
potensi yang besar untuk memfasilitasi 
masyarakat serta melakukan pemberdayaan 
masyarakat.  Selanjutnya juga terdapat potensi 
kesenian tradisional rakyat seperti randai dapat 
dijadikan potensi dan wadah dalam 
menyampaikan komunikasi dan pesan-pesan 
kesehatan terkait kesehatan dan keselamatan 
bayi.  
Hasil penelitian ini telah memperoleh gambaran 
tentang bagaimana kondisi capaian dan 
beberapa permasalahan/hambatan yang 
berkaitan dengan upaya penurunan Angka 
Kematian Bayi. Dengan demikian dapat 
menjadi bahan untuk merumuskan strategi dan 
Rencana Aksi dalam upaya menurunkan AKB 
berbasis sosial budaya berdasar aspek untuk 
analisis SWOT yaitu; kondisi lingkungan 
Internal yaitu Kekuatan (Strength; Kelemahan 
(Weakness); Lingkunan Eksternal yaitu Peluang 
(Opportunity); dan Tantangan (Threat) yang 
disajikan pada tabel 2.
Tabel 2. Perumusan Strategi Dalam Upaya Penurunan Angka Kematin Bayi Berbasis Sosial 
Budaya di Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Matrik SWOT 
Komponen SWOT 
Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 
1. Masih kuatnya kepedulian tenaga bidan dalam 
meningkatkan kesehatan ibu dan anak 
terutama di daerah sulit/terpencil 
2. Tersedianya bidan jorong (bidan desa) dari 
masyarakat lokal/anak dari dukun beranak 
3. Adanya kemitraan bidan jorong (bidan desa) 
dengan dukun beranak 
4. Adanya upaya kesehatan yang berbasis 
masyarakat (Pos Kesehatan Nagari) 
 
1. Masih terbatasnya pemahaman tenaga 
kesehatan terhadap kondisi sosial budaya 
masyarakat setempat  
2. Masih terbatasnya penyuluhan/promosi 
kesehatan yang bisa dilaksanakan oleh 
tenaga kesehatan kepada masyarakat 
3. Kemampuan tenaga kesehatan dalam 
memberikan penyuluhan kesehatan yang 
sesuai dengan nilai-nilai budaya dan tradisi 
masyarakat lokal masih terbatas 
4. Upaya kesehatan masih menitik beratkan 
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Komponen SWOT 
Peluang (Opportunity) Tantangan (Threat) 
1. Keberadaan dan kepedulian pemimpin lokal 
seperti walinagari (kepala desa), ninik mamak, 
tokoh masyarakat, tokoh adat, bundo 
kanduang relatif kuat dan menjadi panutan 
warga 
2. Kepedulian Walinagari untuk kegiatan 
pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 
ibu dan anak cukup tinggi  
3. Tenaga dukun beranak masih dipercaya 
masyarakat dan menjadi modal sosial 
4. Tersedianya potensi lokal/modal sosial dan 
modal budaya seperti kesenian randai yang 
dapat dijadikan peluang untuk menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan 
 
1. Masih terbatasnya pemahaman dan kepedulian 
masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan dan 
tenaga kesehatan 
2. Masih kuatnya tradisi dan nilai-nilai budaya 
dalam tindakan perawatan kehamilan ((pijat 
dengan dukun beranak), persalinan dan pasca 
persalinan (memandikan bayi) 
3. Belum optimalnya peran serta dan 
pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan 
kesehatan ibu dan bayi  
 
 
Tabel matrik SWOT di atas maka diperoleh 
pilihan beberapa strategi dalam rangka 
penurunan Angka Kematian Bayi berbasis 
sosial budaya yang dapat dilihat dari strategi 
dan Tabel 3 berikut: 
1. Strategi optimalisasi promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat melalui 
pemanfaatan potensi sosial budaya lokal  
2. Strategi penguatan kapasitas sumber daya 
kesehatan yang mempunyai kompetensi dan 
berbasis sosial budaya lokal
 
Tabel 3.  Alternatif Strategi dan Rencana Aksi Dalam Rangka Penurunan Angka Kematian 
Bayi Berbasis Sosial Budaya di Provinsi Sumatera Barat 
Strategi  Alternatif Rencana Aksi (kegiatan) 
Strategi optimalisasi promosi 
kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat melalui 
pemanfaatan potensi sosial 
budaya lokal   
 
1. Pengembangan media untuk penyampaian pesan dan informasi 
kesehatan melalui acara adat dan budaya masyarakat (seperti 
penyampaian pesan kesehatan melalui kesenian randai dan pada 
waktu acara adat perayaan kelahiran) 
2. Pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan yang 
sejalan dengan perubahan dinamis sosial budaya masyarakat 
3. Optimalisasi penyuluhan kesehatan di posyandu untuk 
peningkatkan pengetahuan, kesadaraan dan pemberdayaan 
masyarakat (perempuan dan keluarga) dalam pemanfaatan 
layanan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya 
masyarakat setempat 
4. Lokakarya peningkatan peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, 
Ninik Mamak, Bundo Kandung, walinagari dan kader Posyandu 
dalam upaya peningkatan partisipasi ibu hamil dan bersalin ke 
tempat pelayanan kesehatan 
5. Penyediaan wadah komunikasi dan informasi/pesan kesehatan 
yang terintergrasi secara elektronik (melalui WhatsApp) di 
wilayah kerja bidan setempat untuk keselamatan bayi (pegang 
bayi/pacik bayi) dengan melibatkan tenaga kesehatan, ibu dan 
walinagari (kepala desa) 
6. Workshop pengembangan   sistem pendanaan dan transportasi 
berbasis masyarakat lokal (memanfaatkan modal sosial) 
 
Strategi penguatan kapasitas 
sumber daya kesehatan yang 
mempunyai kompetensi dan 
berbasis sosial budaya lokal  
 
1. Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan tentang kondisi 
sosial budaya melalui pemetaan atau analisis situasi kesehatan 
2. workshop bagi tenaga kesehatan terkait nilai-nilai, kepercayaan, 
kebiasaan, kearifan lokal dan strategi pemberdayaan masyarakat 
dalam upaya penurunan kasus kematian bayi. 
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PEMBAHASAN 
Hasil penelitian telah memperoleh pemetaan 
masalah dan perumusan alternative strategi 
berbasis budaya. Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa pihak Dinas Kesehatan 
Provinsi dan kabupaten/kota bersama 
jajarannya telah melakukan berbagai upaya 
penurunan Angka Kematian Bayi dengan 
beberapa program/kegiatan, yang diantaranya 
terkait dengan pelayanan kesehatan ibu dan 
bayi. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan 
kesehatan ibu dan bayi serta cakupan kinerja 
program belum sesuai target yang diharapkan. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa 
pengetahuan dan kesadaran sebagian 
masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan 
kehamilan sesuai dengan standar kesehatan dan 
persalinan dengan tenaga kesehatan yang 
mempunyai kompetensi belum memadai. 
Pemeriksaan kehamilan cenderung dilakukan 
pada periode kehamilan di atas 4 atau 5 bulan, 
sehingga pemeriksaan kehamilan yang sesuai 
standar (minimal 4 kali) sulit tercapai. Begitu 
juga dengan persalinan, sebagian masyarakat 
masih ada yang melahirkan di rumah dengan 
memanfaatkan dukun beranak. Pada hal 
sosialisasi dari tenaga kesehatan tentang 
pentingnya pemeriksaan kehamilan yang sesuai 
standar dan upaya kemitraan bidan dengan 
dukun beranak juga sudah dilakukan. Namun 
demikian, nampaknya informasi yang 
disampaikan oleh tenaga kesehatan tentang 
perawatan kehamilan belum dapat dipahami 
oleh sebagian masyarakat. Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Wandira juga mengungkapkan 
bahwa sebesar 78,3 persen responden 
mengatakan bahwa informasi yang mereka 
dapat saat pemeriksaan antenatal ke tenaga 
kesehatan (dokter dan bidan) tidak jelas dan 
kurang lengkap.11    
Pemeriksaan neonatus merupakan salah satu hal 
yang dapat mempengaruhi capaian AKB di 
Sumatera Barat.  Lebih dari 50 persen kematian 
bayi terjadi dalam periode neonatal yaitu dalam 
bulan pertama. Usia bayi yang kurang dari satu 
bulan dianggap paling rentan atau memiliki 
risiko gangguan kesehatan paling tinggi.12 
Selanjutnya juga telah dilaksanakan imunisasi 
dan pemberian ASI ekslusif. Namun dalam 
pelaksanaannya beberapa kegiatan tersebut 
belum dapat dilakukan secara optimal. Pada hal 
ASI dari sisi/aspek gizi (kolostrum yang casein, 
decosahexanoic/DHA dan arachidonic/AA) 
dengan komposisi sesuai dengan kebutuhan 
bayi dan aspek imunologik (pembentukan 
sistem kekebalan tubuh), aspek psikologik 
(interaksi dan kasih sayang antara anak dan 
ibu), aspek kecerdasan, aspek neurologik, aspek 
ekonomik  serta aspek penundaan kehamilan.13 
Sebagai bentuk dukungan dan tanggung jawab 
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 
kebijakan nasional dalam rangka pemberian 
ASI eksklusif yang diatur melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Pemerintah 
Daerah Provinsi Sumatera Barat telah 
mengeluarkan Perda No.15 tahun 2014 tentang 
ASI eksklusif.14 
Walaupun beberapa upaya dalam rangka 
penurunan AKB sudah dilaksanakan, namun 
berbagai permasalahan/hambatan dalam upaya 
penurunan AKB masih sulit untuk diatasi. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
faktor pelayanan kesehatan merupakan salah 
satu permasalahan yang masih dihadapi, yaitu 
belum optimalnya akses pelayanan kesehatan. 
Hal ini terkait dengan kondisi tenaga kesehatan 
yang belum memadai baik secara jumlah 
maupun secara kualitasnya, keterbatasan sarana 
prasarana kesehatan, dan adanya hambatan 
sosial budaya dalam pemanfaatan pelayanan 
kesehatan.  
Jumlah tenaga kesehatan, seperti tenaga dokter 
umum dianggap belum bisa memenuhi 
kebutuhan masyarakat di Provinsi Sumatera 
Barat. Sumber daya manusia kesehatan yang 
digambarkan dari rasio tenaga kesehatan per 
100.000 ribu penduduk dianggap belum 
memenuhi target. Kondisi tenaga kesehatan 
Sumatera Barat sampai dengan tahun 2015 
masih mengalami kekurangan seperti; dokter 
spesialis, dokter umum dan bidan, terutama 
untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan 
pada daerah terpencil dan sangat terpencil. 
Berdasarkan target indikator Indonesia sehat, 
rasio dokter 40 per 100.000 penduduk.  Dalam 
hal ini baru 37 persen Kab/kota di Provinsi 
Sumatera Barat yang telah mencapai target, 
sedangkan 63 persen Kab/Kota belum bisa 
mencapai target tersebut. Begitu juga dengan 
tenaga bidan masih relatif kurang. Targert 
indikator Indonesia sehat rasio bidan 100 per 
100.000 penduduk. Namun, target di tingkat 
provinsi belum bisa tercapai (91,3%), dan  
begitu juga 42 persen Kab/Kota belum 
mencapai target.15 Kondisi keterbatasan tenaga 
kesehatan menyebabkan tenaga kesehatan 
mempunyai tugas rangkap.
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Setiap ibu hamil berhak untuk mendapatkan 
kualitas pelayanan yang baik, dan dengan 
kualitas pelayanan kesehatan yang baik 
diharapkan perilaku masyarakat terhadap 
pemanfaatan pelayaan kesehatan juga 
meningkat. Penelitian terkait perilaku kesehatan 
ibu pada masa kehamilan di Kota Medan 
mengungkapkan bahwa ibu yang mendapatkan 
pelayanan kehamilan dengan kualitas kurang 
baik lebih cenderung untuk memiliki perilaku 
kurang baik pada masa kehamilan sebesar 2,20 
kali apabila dibandingkan dengan ibu yang 
mendapatkan pelayanan kehamilan dengan 
kualitas yang baik.16  
Permasalahan masih tingginya Angka Kematian 
Bayi juga tidak terlepas dari faktor sosial 
budaya dan lingkungan dalam masyarakat 
mereka berada, yang meliputi pengetahuan 
budaya dari masyarakat tertentu, seperti 
hubungan sebab akibat antara makanan dan 
kondisi sehat-sakit, kebiasaan dan 
ketidaktahuan masyarakat cenderung membawa 
dampak positif maupun negatif terhadap 
kesehatan ibu dan anak.17 Berdasarkan hasil 
penelitian ini ditemukan adanya pengaruh aspek 
sosial budaya masyarakat yang dapat 
berpengaruh pada pemahaman akan persepsi 
masyarakat dalam perawatan/pemeriksaan 
kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan 
bayi, dan persepsi masyarakat dalam merespon 
suatu penyakit/keluhan yang dialami anak 
mereka, sehingga bisa berdampak negatif 
terhadap kondisi kesehatan bayi.  
Masalah kesadaran masyarakat terhadap 
pentingnya pemeriksaan kehamilan dan 
persalinan dengan tenaga kesehatan juga belum 
memadai, hasil penelitian Sulistiyowati dkk 
juga menyatakan bahwa kaum ibu dengan latar 
belakang pendidikan rendah banyak yang 
terputus memanfaatkan pelayanan kesehatan 
dari pemeriksaan kehamilan hingga persalinan. 
Selain itu, kaum ibu yang tidak menginginkan 
kehamilan berpeluang untuk tidak melakukan 
perawatan kehamilan.18  
Perilaku pemeriksaan kehamilan, dari hasil 
penelitian telah diungkapkan bahwa sebagian 
masyarakat terutama di pedesaan masih kurang 
kesadaranya untuk melakukan pemeriksaan 
kehamilan khususnya pada periode 3 (tiga) 
bulan pertama kehamilan. Hal ini antara lain 
dilatarbelakangi oleh adanya budaya malu 
untuk memeriksaan kehamilan pada awal 
kehamilan karena dianggap pantangan atau 
tidak baik diketahui orang lain dan takut 
kehamilannya tidak jadi (gagal).  Hasil 
penelitian terkait pemeriksaan kehamilan di 
Pulau Seram, Maluku juga mengungkapkan 
bahwa ada kepercayaan masyarakat tidak baik 
untuk memberi tahu perihal kehamilan kepada 
orang lain bila kehamilan masih muda. Ada 
perasaan takut dan malu bila sudah 
memberitahu kehamilannya kepada orang lain, 
namun tidak jadi atau keguguran/tidak 
berkembang janinnya. Kondisi inilah yang 
dkhawatirkan masyarakat, sehingga 
pemeriksaan kehamilan cenderung dilakukan 
setelah perut sudah besar.19  
Hasil penelitian juga telah mengemukakan 
bahwa sebagian masyarakat terutama di daerah 
pedesaan masih cenderung melahirkan di rumah 
dengan bantuan tenaga dukun beranak dengan 
alasan melahirkan di rumah  lebih nyaman, 
tenang di rumah sendiri didampingi oleh 
keluarga, dukun beranak sudah dikenal dekat, 
dipercaya karena lebih banyak pengalaman, 
sudah merupakan tradisi/kebiasaan yang 
dilakukan secara turun temurun, bisa dipanggil 
kapan saja, dan bayarannya bisa dengan beras. 
Walaupun sudah ada kehadiran bidan desa, 
namun sosok dukun beranak masih dihargai, 
mempunyai kedudukan/kekuatan yang kuat 
serta sangat dipercaya dalam melakukan 
pemeriksaan kehamilan dan persalinan serta 
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah 
merupakan tradisi dari masyarakat setempat. 
Dalam hal ini keberadaan dukun beranak masih 
dipercayai sebagai tenaga penolong persalinan 
oleh sebagian masyarakat di pedesaan. Hasil 
penelitian di Pulau Seram, Maluku juga 
mengungkapkan bahwa dukun beranak atau 
mama biang  sangat dipercaya masyarakat 
untuk membantu proses persalinan karena 
keberadaannya yang bisa dekat dengan 
masyarakat dan bersedia dipanggil kapan saja 
ketika ibu melahirkan.19 Selanjutnya penelitian 
lainnya juga mengugkapkan bahwa dukun 
adalah tenaga penolong yang dihubungi saat 
melahirkan karena dukun  tinggal dan menetap 
di kampung, sehingga paling mudah dijangkau. 
Selain itu masyarakat juga lebih memilih dukun 
karena faktor biaya. Walaupun mereka telah 
memiliki kartu Jamkesmas, terkadang 
masyarakat masih harus mengeluarkan biaya 
tambahan, sehingga tidak melakukan persalinan 
di fasilitas kesehatan.20,21 Padahal Kementerian 
Kesehatan saat ini sudah mengarahkan pada 
pencapaian target persalinan oleh tenaga 
kesehatan di fasilitas kesehatan yang tertuang 
dalam Rencana Strategi Kementerian 
Implementasi Program dan Alternatif Strategi … (Yulfira Media) 
 
Jurnal Kesehatan Reproduksi, 10(1), 2019 47 
Kesehatan Tahun 2015-2019.22 Hal ini 
merupakan tantangan bagi Dinas Kesehatan 
Sumatera Barat bukan hanya mendorong 
masyarakat persalinan oleh tenaga kesehatan 
tetapi juga di fasilitas pelayanan kesehatan. 
Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa 
kebiasaan masyarakat dalam pemberian susu 
botol pengganti ASI yang dianggap kurang 
memperhatikan kebersihan botol bisa 
berdampak negatif dan merugikan terhadap 
kesehatan bayi. Apalagi pemberian susu botol 
dilakukan sejak anak lahir karena si ibu tidak 
bisa memberikan ASI karena ASI tidak bisa 
keluar.  Dari kasus kematian bayi terungkap 
bahwa adanya kebiasaan pemberian susu botol 
yang tidak steril (botol tidak direbus dan 
kebersihannya kurang terjaga), dan akhirnya 
anak mengalami diare dan tidak bisa 
terselamatkan.  Terkait dengan hal ini, 
penggunaan botol dengan dot/kempeng tersebut 
memiliki pengaruh terbesar terhadap pemberian 
ASI ekslusif. Penggunaan dot dianggap dapat 
mengganggu mekanisme perlekatan penyusuan 
yang benar dan dapat dikaitkan dengan kejadian 
bingung puting. Adapun yang dimaksud dengan 
bingung puting adalah kondisi di mana bayi 
menolak untuk menyusu karena bayi 
mengalami kesulitan dalam perlekatan maupun 
saat menghisap. Sehingga bayi merasa lebih 
gampang untuk menggunakan botol dan dot.13 
Imunisasi juga dianggap sebagai upaya untuk 
mengurangi risiko-risiko kematian bayi. Namun 
kenyataan yang ditemukan dari hasil penelitian 
terungkap bahwa sebagian masyarakat masih 
mempunyai persepsi bahwa imunisasi tersebut 
bisa menyebabkan anak menjadi panas, 
imunisasi dianggap haram dan tidak boleh 
dilakukan. Disamping itu, juga adanya 
pandangan budaya sebagian maysarakat bahwa 
bayi belum boleh dibawa keluar rumah karena 
khawatir bahwa anaknya bisa demam karena 
palasik (hal ghaib) dan bisa menyebabkan 
kematian pada bayi. Hasil penelitian terkait 
dengan tindakan imunisasi dan pemberian ASI 
eksklusif di Badui mengungkapkan bahwa 
kematian bayi dan balita yang terjadi di 
masyarakat Badui pada tahun 2012 dan 2014 
diagnosis sebagai bronkopneumonia. Salah satu 
faktor risiko kejadian pneumonia berat adalah 
karena ketiadaan imunisasi dan ASI ekslusif. 
Antibody dari imunisasi dan ASI eksklusif 
merupakan salah satu alternatif upaya 
pencegahan terjadinya pneumonia berat. 
Namun karena adanya pikukuh adat masyarakat 
Badui Dalam belum mau menerima adanya 
imunisasi dan pemberian ASI eksklusif.23  
Hasil penelitian juga telah mengungkapkan 
adanya perbedaan persepsi dan kebiasaan 
masyarakat dalam merespon ketika anak sakit. 
Jika persepsi masyarakat ketika anak panas 
disebabkan oleh adanya gangguan penyakit, 
maka akan mencari pengobatan melalui tenaga 
kesehatan. Sebaliknya jika masyarakat 
mempunyai persepsi ketika anak kejang-kejang 
dianggap karena tasapo (guna-guna), akan 
mencari pengobatan non medis atau melalui 
dukun kampung. Hasil penelitian yang terkait 
dengan persepsi masyarakat dan upaya 
penyembuhan penyakit di Jakarta Utara juga 
mengungkapkan adanya persepsi masyarakat 
mengenai pengobatan bagi bayi yang 
mengalami sakit diare berbeda dengan konsep 
medis. Persepsi masyarakat tentang penyebab 
diare pada bayi disebabkan karena bayi tersebut 
sedang mengalami proses peningkatan 
kepandaian, sehingga hal ini dianggap wajar 
dan tidak perlu diobati.  Kondisi adanya 
perbedaan persepsi antara masyarakat dan 
petugas kesehatan inilah yang cenderung 
menimbulkan permasalahan dalam 
melaksanakan program kesehatan. Kondisi 
adanya perbedaan persepsi masyarakat antara 
masyarakat dan petugas kesehatan dalam 
merespon penyakit diare tersebut tentunya 
dianggap menjadi hambatan dalam upaya 
penurunan Angka Kematian Bayi.24  
Permasalahan masih banyak kasus kematian 
bayi di Provinsi Sumatera Barat, perlu ada 
upaya alternatif strategi dan rencana aksi dalam 
penurunan Angka Kematian Bayi dengan 
memanfaatkan potensi sosial budaya lokal. 
Salah satu potensi lokal di bidang kesehatan 
adalah organisasi sosial/kemasyarakatan seperti 
Posyandu. Dalam hal ini Posyandu, Pos 
Kesehatan Nagari, kelompok PKK, bundo 
kandung, ninik mamak, walinagari merupakan 
potensi sosia budaya yang bisa dimanfaatkan 
dalam optimalisasi penyuluhan kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat dalam upaya 
penurunan Angka Kematian Bayi (AKB). 
Selanjutnya dengan menggunakan analisis 
SWOT telah diungkapkan kondisi lingkungan 
internal (kekuatan dan kelemahan) dan 
lingkunan eksternal (peluang dan tantangan) 
terkait permasalahan kematian bayi dan dipilih 
alternatif strategi serta rencana aksi dalam 
rangka penurunan Angka Kematian Bayi 
Berbasis Sosial Budaya di Provinsi Sumatera 
Barat. 
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KESIMPULAN 
Pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya 
penurunan Angka Kematian Bayi sudah 
dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya masih 
terdapat permasalahan, yang tidak hanya dari 
aspek pelayanan kesehatan, (fasilitas dan tenaga 
kesehatan), tetapi juga aspek sosial budaya 
(masih tinggi kepercayaan terhadap dukun, 
masalah delay pengambilan keputusan, belum 
menerima imunisasi karena masalah adat) yang 
menjadi hambatan. Oleh karena itu, telah 
dilakukan perumusan alternatif strategi dalam 
upaya penurunan Angka Kematian Bayi yang 
berbasis sosial budaya, yaitu strategi 
optimalisasi promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan 
potensi sosial budaya lokal dan strategi 
penguatan kapasitas sumber daya kesehatan 
yang mempunyai kompetensi dan berbasis 
sosial budaya lokal.  
SARAN 
1. Kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 
disarankan untuk dapat melaksakan 
beberapa alternatif strategi dalam upaya 
penurunan Angka Kematian Bayi, terutama 
yang berdasarkan aspek sosial budaya 
dengan program/kegiatan yaitu: 
a) Strategi optimalisasi promosi kesehatan 
dan pemberdayaan masyarakat melalui 
pemanfaatan potensi sosial budaya lokal 
dengan alternatif kegiatan antara lain 
pengembangan media untuk 
penyampaian pesan dan informasi 
kesehatan melalui acara adat dan budaya 
masyarakat (pertunjukan kesenian 
randai), pengembangan  metode dan 
teknologi promosi kesehatan yang sejalan 
dengan perubahan dinamis sosial budaya 
masyarakat, optimalisasi penyuluhan 
kesehatan di posyandu untuk 
peningkatkan pengetahuan, kesadaraan 
dan pemberdayaan masyarakat 
(perempuan dan keluarga) dalam 
pemanfaatan layanan kesehatan yang 
disesuaikan dengan kondisi sosial budaya 
masyarakat setempat, lokakarya  
peningkatan peran Tokoh  Masyarakat, 
Tokoh Adat, Ninik Mamak, Bundo 
Kandung dan walinagari dalam upaya 
peningkatan partisipasi ibu hamil dan 
bersalin  ke tempat pelayanan kesehatan, 
penyediaan wadah komunikasi dan 
informasi/pesan kesehatan yang 
terintergrasi secara elektronik 
(WhatsApp) di wilayah kerja bidan 
setempat untuk keselamatan bayi (pegang 
bayi/pacik  bayi) dengan melibatkan 
tenaga kesehatan, ibu hamil dan 
walinagari (kepala desa).  
b) Strategi penguatan kapasitas sumber daya 
kesehatan yang mempunyai kompetensi 
dan berbasis sosial budaya lokal dengan 
alternatif kegiatan antara lain 
peningkatan pengetahuan petugas 
kesehatan tentang kondisi sosial budaya 
melalui pemetaan atau analisis situasi 
kesehatan, workshop bagi tenaga 
kesehatan terkait nilai-nilai, kepercayaan, 
kebiasaan, kearifan lokal dan strategi 
pemberdayaan masyarakat dalam upaya 
penurunan kasus kematian bayi. 
2. Beberapa strategi dan program yang telah 
dalam disusun diharapkan dapat menjadi 
bahan masukan untuk penyusunan rencana 
pembangunan bidang kesehatan pada tahun 
berikutnya, khususnya dalam rangka 
penurunan Angka Kematian Bayi. 
3. Perlu adanya peningkatan koordinasi lintas 
program dan lintas sektor dalam 
implementasi pelaksanaan program dan 
alternatif rencana aksi (kegiatan) yang sudah 
disusun, dengan melaksanakan kegiatan-
kegiatan secara terpadu.  
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